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LEMBARAN DAERAH =~

PERATURAN DAERAH KARUPATEN TAPANULI TENGAY
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang: & bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 huruf ¢ Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, mengatur Retribusi Tempat Pelelangan
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang pentin
guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah,;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi.

—_

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daeralh Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidgna (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tsghun 2008 'tentang Perubahan
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1C.

11.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 ‘l'ahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tzhun 2009 tentang Perlindungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3059);

Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehwun 2011 Nomor 82, Tambahian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinazn dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 ‘Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerali Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2007 N/omor 82, l'ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintalr Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Carz
Pemberian dan Pemaanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pedoman Perietapan Izin Gangguan Dzaeral;
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tzhun
2007 tentang Organisasi dan ‘lata Kerja Dinas-dinas Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan
BUPATI TAPANULI TENGAH
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN.

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemerintahan Daerah adalahh Penyelengaraan urusan Pemerintzhan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerzh.

Bupat adalah Bupati ‘I'apanuli ‘l'engah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangar.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.
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10.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
uszha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau crganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lzinnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Penerimaan Daerah adalah Seluruh Hasil Penempatan Dana Pemerintah
Daerah.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disedizkan dan/atau diberikann oleh Pemermitalr Daerah untuk

'

kepentingan orang pribadi atau Badan.
Retribusi pelelangan adalah retribusi atas tempat usaha pelelangan yang

secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daeraly.

. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerzh yvang bersangkutan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati olelh orang pribadi atau badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan cleh sektor swasta.

Tempat pelelangan adalah lokasi/tempat khusus pelelangan yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang sclanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang dihunjuk cleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat Kketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
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kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidek terutang

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda. )

21. Surat Keputusan Keberatan adalah, Surat Keputusan atas Keberatan atas
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.

22. Pemceriksaan adalah scrangkaian kcgiatan menghimpun dan mcengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
dacrah.

23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

s am n Y mam o ds o — Alactn Maneals <A1 1 Acn coom oo A mamndn ,
. Anggamu L‘ waapatan dan BCLcuL_]a pacrail atauar Afiggaiall rernddapalail aaii

Belanja Dac*rah Kabupaten Tapanuli Tengah.

[\
wn

BAB II
NAMA ORYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pelayanan

tempat pelelangan yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
adalah Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh
Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan lkan, Ternak, Hasil Bumi,
dan Hasil Hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang
disediakan di tempat pelelangan.

{2) Tcrmasuk obyck retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
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tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daeralh dari pihak lain untuk
dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3) Tidak Termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelcla

BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4
Subyek Retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan /menikmati pelayanan usaha yang bersangkutan.

Pasal 5

Wajib Retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang Menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat

pelelangan.

RAR I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi tempat pelelangan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

RAR IV
- CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur dengan didasarkan jumlah,

ukuran dan jenis yang dilelang. ~
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(1)

BAB V
PRINSIP, SASARAN DALAM PENETAPAN
SRUKTUR BESARNYA TARIF

Paszl 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh

keuntungan yang layak.

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan

secara efesien dan berorientasi pada harga pasar.

Pgsal! O

Besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan, ditetapkan sebagai berikut :

(1)

(4)

a. Pelelangan Tkan

- Ikan Eksport ' Rp. 1.000.-/kg
- lkan Lokal Rp. 500.-/kg
b. Pelelangan Hasil Bumi :
- ’l'anaman Pangan & Hortikultura Rp. 100.-/kg
- Tanaman Perkebunan, Kehutanan Rp. 200.-/kg
/
BAB VI y

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10

Pemungutan  Retribusi tidak dapat dialithkan  kepada  Pihak
Ketiga/diborongkan.
Retribusi dipuﬁgut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
Hasil pungutan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 1ini
disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan,

Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengzah.
b} J
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BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Tempat Pelelangan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang

tidak atau kurang dibayar.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Pembayaran retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ditagih dengan menggunakan STRD.

(3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului

dengan surat teguran.

BAR X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi, diatur dengan
Peraturan Bupati.

217



BAB X1 -
PEMANFAATAN

Pasal 15
Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan yang bersangkutan.
Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan peilerimaan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABR XTI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang diunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajuksn secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertad
alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggel SKRD diterbitkan, kecualdi jika Wajib Retribust tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan

di luar kekuasaannya.

3

Keadean di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3 adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib
Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajibanr membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dan
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
digjukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastiain hukum bagl Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan

harus diberi keputusan oleh Bupati.
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Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhinya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Po=sgl 18

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan saampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAR XTI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
besamya retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diztur dengan Peraturas Bupat.

BAR X1V

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 20

/

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan

STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis kesalahan hitung
dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan
retribusi daerah.
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(2) Wajib  retiibusi dapat mengajukan permochonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa Bunga dan kenaikan retribusi
yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib
retribusi atau bukan karens kesalahannya.

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kekurangan atau
pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permchonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau
Pejabat yang di tunjuk paling lama 30 (tgapuluh) hari sejak tanggal
diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan
meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 3 (tgs)
bulan sejak surat permohonan di terima.

(6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (5) Bupati atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan

keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAR XV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN.

Pasal 21

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan
STRD.

(2) Permohionan keberatan sebagaimeana dimaksud pada ayat (1), harus
disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabz;t yang dihunjuk
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan
STRD

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
harus diputuskan olelh Bupati atzu Pejabat yang dibunjuk dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal permohonan keberatan

diterima.
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BAB XVI
TATA CARA P?R}. ATUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan
pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan Hutang
Retribusi dan sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang befhak atas
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran

retribusi selanjutnya.

Pasal 23

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang rr/1asih tersisa setelah
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, diterbitkan
SKRDLB paling lambat 2 {dua) bulan sejak diterimanya permcheonan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebilian pembayaran retribusi sebagaiamana dimaksud pada ayat {1
kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SUKRDLS.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka
waktu 2 (duz) bulan sejak diterbitkenmya SKRDLB, Bupatl memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR]).
(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diterbitkan

bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
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BAR XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau y
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkar: Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurut a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permochonan keberatan oleh Wajib
Retribusi.

BAR XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 26

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi

yang sudah kadaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN -

Pasal 27

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas

dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif

(1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan Bupati dengan
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku.

BAR XX
PENYIDIKAN

Pasal 28

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalem Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat cleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

. menerima, mencayi, mengumpulkan, dan meneliti Keterangazn atau

o

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan Lketerangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebeﬁaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

g
[aN
0

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Retribusi Daeraly;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buKtl pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan pényitaan terhadap
bahan bukti tersebut;
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanazn tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Dzeraly;

1. memonggl orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
Aersansha atan saksi

<1
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tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah.

/

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH,
dto
RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 17 September 2012

S DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 15 TAHUN
20312 SERI C
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG
RITRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

I. PENJELASAN UMUM
Dengan ditetapkannya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai salah satu upaya untuk
mewujutkan otononcmi daerah yang luas, nyata, dan- bertanggung jawab,
pembiayaan pemerintah dan pembagunan daerah yang berasal dari Pendapatan
Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu
ditingkatkan  sehinggas kemandirian daerah dalam hal pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas

senl
A CANAL

Cukup jelas
Pasal 6

Culaup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9-

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
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Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas .
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Culup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukuyp jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pemungutan”
adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya

. . /
melaksanakan pemungutan retribusi daeral.
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Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Culaup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN
2012 NOMOR 15 SERI C



